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BAH I 

PENDAHllLll AN 

Pernbangunan Nasional bcrtt~juan untuk mcningkatkan kes~jahteraan 

masyarak at secara umum . Ruan g l[ngkup tujuan pembangunan yang sedemi.kian 

Jtt emberik<lll suatu si1~tt dasar dari pembangunan itu scndiri ya itu mcmberikan 

l ~t s ilita s yarq~ bcrl ,.:bihan pada sckelompok pengusaha, schingga scmakin 

mcnciptakan kond isi . .Yang sangat riskan dari akibat pembangunan itu scndiri . L2.tar 

belakang pelaksanaan pembangunan yang sedemikian dapat dipahami karena. 

pemcrintah lndonL'sia yang krku<tsa di lllasa itu dihadapkan pada sualu dilcmatikal 
I 

dari kondisi pcrckoni.Hnian yang scrba tidak nyata sdlingga unt uk mcmpcrccpat 

la_1u pembangunan ekonomi maka pcmc:rintah mengambiljalan pi nlas mcmbcrikan 

l~ts ilitas yang berlcbihan padu bcbcntpa kclompok usaha. 

Olelr kelompok lL~rsebul nwka diterapkan tingkah laku ekonomi yang 

mengarah di sektc,r industri, sehingga beberapa segi kehidupan ekonomi 

lll asyarakat umumnya dijadikan tolak ukur kedua setelah sektor industri. 

Aktivitas kchidupan pcn.~konomian tcrscbut semakin mcmuncak scjak 

1a hun 1995, dimana Indonesia dimasa in ; dihadapkan pada mval-awal krisis 

moneter. Krisis ter.iebut semakin memuncak pada tahtm .1978 yang ditandai 

~ 1 c ngan lengsernya Pemerintahan Orde Baru. 
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Dalam rangka menanggulangi darnpak krisi ekonomi telah dilakukan 

strategi penyclamatan dan pemulihan mela1ui program jaminan pengamcm sosial 

scbagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

jo. Kepmerkes Republik Indonesia No. 1 008/Menkes/Vl11/1999 tentang Penetapan 

Pt>. laksanaan .faring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-AK). 

Lengs·crnya pemerintahan Orde Baru tidak menyurutkan krisis 

perekonomian Indonesia hingga dewasa. Oi satu sisi kcbijaksanaan-kebijaksanaan 

tingkah laku ekonomi pemerintah terkadang tidakjelas, sehingga mengarah kepada 

scrnakin tidak pcrcaya.nya dunia terhadap ekonomi Indonesia. 

Sa.laJ1 satu program pemeri ntah tersebut adal ah tcnt~mg Pcngelolaan Dana 
'· 

Jaringan Pcngamanan Sosial scbagai suatu sistcm atau cara mcnggcrakkan 

perckonomian rakyat sehi ngga diharapkan Indones ia mnmpu kcluar dari 

penmtsalahan ekonQmi yang menimpanya . Jaringan Pengamanan Sosial ini lcbih 

dikenal dengan istilah JPS, yang prograumya telah dimulai sejak masa 

pemerintahan Orde Bam hingga dewasa ini . JPS diharapkan sebagai suatu bentuk 

dana yang terus berputar, sehingga masyarakat dapat menggerakkan roda 

ckonominya. Sedangkan sasaran pcmberian JPS itu sendiri diarahkan pada pclaku-

pclaku ekonomi di tingkat bawah. 

Pada dasarnya konsep tujuan dari JPS itu scndiri bennantaat dan sa.ngat 

urgen sekali clalam mcningkatkan ekonomi rakyat bawah, hanya saja tingkatan 

selanjutnya mengalami permasalahan, seperti tidak jelasnya rakyat mana yang 

Evatina Banurea – Suatu Tinjauan Tentang Pengelolaan dana Jaringan Pengaman Sosial dalam Kaitannya...



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3 

bt::rhak mendapatkan JPS tersebut, berubahnya konsep ekonomi yang ditujukan 

pada pendanaan .IPS, dan perilaku pengelola JPS itu sendiri. Pennasalahan di atas 

mcrnbentang sehingga konsep JPS dilecehkan oleh sebagian orang sebagai suatu 

konser yang malal1 meningkatkan kemakrnuran pengelolanya bukan meningkatkan 

kehidupan rakyat. 

Kajian tentang JPS di atas mcmiliki hubungan yang sangat dekat sekali 

tkngan Hukum Administrasi Ncgara. Dikatakan dernikian karena pelaku-pelaku 

pcngelola .IPS itu sendiri melingkupi organ pcmerintahan yang dalam sistem 

llukum Administrasi Negara merupakan objek yang rnelayani kepentingan 

lll~l syar~lkat h~my ~ll.;_ SL~hingg~l dal~un LIJian pcnel11ian ini diajukan judul pcnclitian 

tcntang " Suatu Tiujmum TentaiiJt f•eugdolamr · J)cma .laringmr l'engaman 

Sosial Dalam f{aihmnya Dengun llulwm A1:minislrasi Nt'gam (Siudi Ka.ms 

Di11as 1\'ese/wtwr Propinsi Sumatera Utara) "_ 

B. Pcngl'rtian dan Penegasan Judul 

Sebagaimana diterangkan di atas, adapun judul penelitian ini adalah 

_,_ Suatu Tinj~w~m Tentang Pengelnla~m ()ana .Jaring~m Pcngaman Sosial 

Dalam Kaitannya Dt~ngan Hulmm Administmsi Nl.>gam (Studi Kasus Dinas 

Kcsehatan Propinsi Sumatera lltara) ". 

Agar tidak menimbulkan penatsiran yang berbeda terhadap judul di atas 

:-n aka selanjutnya perlu pula dihuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara 
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d un ll ogi (kata per kata), yaitu : 

Suatu tinjauan berarti suatu penilaian setelah melakukan pengamatan. 1 

Ten tang bcrarti menyangkut sesuatu haL 2 

Pengclolaan berarti pcrlakuan, prosedur atau merupakan suatu sistem. 3 

Dana bt~ rart i modal, uang. ·l 

' 
.Jaringan Pengamanan Sosial merupakan suatu istilah yang lebih dikenal dengan 

sebutan JPS, yang merupakan suatu bentuk dana bantuan Pemerintah kepada 

ekonorni lcmah, dan bantuan terscbut bersit~-tt bergulir. 

Dalarn merupakan kala sarnbung yang mencrangkan kata eli dcpannya tcntang 

keberadaan scsuatu ol~jek. 5 

K.aitannya bcrarti dicari titik taut hubungannya. 

Dengan merupakan kata sambung yang mcnghubungkan dua ka ta . 

Hukum Administrasi Ncgara adalah keseluruhan aluran hukum yang 

menentLikan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjala.nk<:m usaha-

usaha untuk tm:menuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa seharusnya 

bertingkah laku dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 6 

1 Muhammad Ali , Kamus Lengkap llalra.wt Indonesia A1otlercn. Pcncrbit 
if! ~ 1 ·taka Amani, Jakarta, 1989, hal. 176. 

~ Ibid , hal. J 59. 
~ Ibid, hal. 143 . 
~ 1bid: hal. 79. 
5 Ibid~ hal. 75. 
r. J .C.T. Simorangkir, DKK , Kamus llukum, Bina Aksara, Jakatta, 1983, 

. .1. !S . 
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Dengan uratan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di 

dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pemberian dana bantuan kepada 

ekonomi lemah berupa dana bergulir yang disebut jaring pengaman sosial (JPS) 

yang diprakarsai oleh Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera lJtara. 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Untuk dapat dirnaklumi apabila diperhatikan judul dari skripsi ini, erat 

hubungannya dcngan pcran pemerintah mclalui instansinya tcrhadap kcpentingan 

ra kyatnya, schingga dengan pcran terscbut maka pernerintah melalui instansinya 

harus <.bpat meningkatkan kesej~1hteraan rakyatnya dalam kcadaan dan bentuk 

apapun. 

Salah satu langkah dimaksud ada\ah dengan m~.~mberikan bantuan bcrupa 

Liana nyata sehingg.a korelasi alas kebij<1ksanmm ckonomi lcrscbul dap:.ll secant 

langsung meningkalkan kehidupan rakyal banyak. 

Selain alasan tersebut di atas ada beberapa alasan lain yang menyebabkan 

)enul i:') tertarik dalarn membabas judul ini , adapun alasan dimaksud antara lain 

·- ·~~nl[ri cbri : 

I. Hahwa JUdul d1 atas merupakan bagian dari \ lukum Adminislrasi Negara, sebab 

pernerintah scc;:u-a langsung tedibat di dalarnnya melalui f_Jeran Departemen 

Kescllatan kantor wilayah Sumatera Utara. 
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2. Dcngan rm~rnbahas judul tersebut setrdak-tidaknya penulis dapat memahami 

mekanismc pelaksanaan kcbijaks:.maan yang ditempnh pemcrintah dalam 

pengclolaan jaringan pengamanan sosial. 

3. l Jntuk rncngctallui kendala dan hamhatan sehingga jaringan pengamana.n sosial 

t\:'rsebut belum dapat secar<1 positif memberikan andil dalam meningkatkan 

kcscjal1kraan rn:tsyarakat 

D. P~rmasalahan 

/\darun yang menjadi pcrmasalahan dalarn pcrnbahasan skripsi pcnulis ini 

adalah : 

l . Uagaimanu pcrwujudun Jan pcngclolaan dana jaringan pcngamanan sosial yang 

dilakukan di \VIlayah kL'rja Dinas Kcschatan Propmsi Sumatcra Utara ., 

2 Apa s•\i:.l. yang mcnjadi hambatan di dalam pdaksanaan jaringan pcngaman 

sosiaJ ') 

E. llipotes~t 

llipo'.csa merupakan jawaban sc-mentara dari pcrmasalahan yang 

d i kemukakan. 

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pcngujian atau pembuktian dabm 

suatu pcnelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotcsa adalah suatu 

da I il yang d ianggap belum rnenjad i dahl yang sesungguhnya sebab masih 
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memcrlukan pembuktian dan pengujian. 7 

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas 

aclalah : 

1. Perwujudan dari pengelolaan dana tentang jaringan pengamanan sosial yang 

dilakukan di wilayah ke~ja Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dengan 

memberikan bantuan pelayanan kt·sehatan kepada masyarakat luas yang tidak 

rnarnpu, dan juga memberikan birnbingan maupun dana nyata yang bersi'lltt 

bergul ir bagi bebcrapa orang p~ngusaha ckonomi lcmah. 

2. Hambatan yang utama dalam pelaksanalm jaring pengaman sosial adalah tidak 

ada hubunga.n a.ntara program _j~1minan yang dibutuhkan olch masyar:ll..:at 

dcngan kqbiatan Dmas Kcschatan Pwpinsi Sumatcra l Jtara. 

F. Tujuau Pcmh .. teasan 

t\dnpun tujuan pernbahasan yang dilakukan dalam pernbahasan skripsi ini 

adalah pada clasamya : 

l. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani UJlan skripsi ini di 

Fakultas Hukum Universitas Mcdan /\rca dalam hal mencapcll gelar sarjana 

llukum ckngan program pL~nditllkan S-1 Jurusan llukum Administrasi Negara_ 

7 Soc'.!JOno Soekanlo. Pengantar Penelitian Uukum. lJI-Press, .Jakarta. 
l t;S2, hal. 14k. 
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:~. Sebagai bentuk sLUnbangsih kepedulian penulis terhadap-perkembangan hukum 

Admjnistrasi negara secara kbususnya dalam hal pengelolaan jaringan 

pengamanan sosiaL 

Sebagai bahan rnasukan kepada rnasyarakat tentang apa sebenamya tujuan 

dibentnknya jaringan pengaman sosial tersebut. 

G. Metode Pengumpulan data 

Dalam pcnulisan skripsi 1111 penulis rncmpcrgunakan metode penelitian 

dcngan cara : 

i. MctodL: 1\~nclttt an Kcpustakaan (Library Research). 

Pada mctodL~ pcnclitian ini pcnulis mcndapalkan data dan bcrbagui bahan­

bahan bacaan yang bersd~ll tcoritis ilmiah, baik itu dari litcratur-litcratur, 

peralllran-peralll.ran maup11.n juga dmi nwja.lah-majalah dan b<lhan perkuliahan 

penulis sendiri. 

~ ~ - Metode Penelitian Lapangan (Field Research). 

Pada penelitian lapangan ini pe11ulis tunm langsung pada objek penelitian yang 

merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Kantor Wilayah 

Dcpancmen Kesehatan Sumatcra Utara baik dengan wawancara maupun 

observasi langsung. 
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H. Sistt~matika Pcnulisan 

Sistematika penulisan dalam s.kripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : 

RAB I. PENDAHULUAN . 

Dalam bab yan g pertam a ini diuraikan tentang; 

Pengcrtian clan 1\~ncgasa n · Judul , Alasan pcmilihan Judul , 

Pen nasa !allan, ! I i polesa, Tuj uan Pcrnbahasan M<:todc Pengumpulan 

D<tta serta Sistemalika Pcnulisan. 

B/\B II. I-I UKUM ADMINISTRASI NFGARA DAN IHJ BUN GJ\NNY A 

DENG A N .fARING PFNCi/\MAN SOSIAL 

Yang dibahas dalam bah ini adalah tcntang : 

Pengertian llukum Administrasi Ncgara, Scjarah Jaringan Pcngaman 

Sosial, P~ngertian Jaringan Pl~ngaman Sosial. Tujuan Jan .Jaringan 

Pcnga man Sos ia l, Pcngorgan isasian .hiring Pcngaman Sosial. 

13AB 111. FUNGSl DlNAS KESEHATAN PROPlNSl SUMATERA UTARA 

DALAivi .TARING PENGA MAN SOSIAL 

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tcntang, Tugas Pokok Dinas 

Keschatan Propinsi Sumatera Utara, Hubungan Dinas kesehatan 

Propinsi Sumatera Utara dengan Jaring .Pengaman Sosial serta Stmktur 

organisa~;i dan Tugas Dinas Kcsehatan Propinsi Surnatcra Utara. 
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BAB IV. PE.LAKSANAAN JAR.ING PENGAMAN SOSIAL Dl DINAS 

KESEHA'J'AN PRCWINSl SUMATERA UTARA 

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : 

Bentuk-Bentuk Perwu_judan Pemberian Bantuan Jaringan Pengamanan 

Sosial Oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Pelaksanaan 

Pengeloban Jaringan Pengamanan Sosial eli Dinas Kcsehatan Propinsi 

Surnatera Utara, , Hambalan clan Upaya Penanggulangan. 

l3AI3 V. KESIM PULAN DAN SARAN-SARAN . 

Dalam hab yang Lcrakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan 

Saran-Saran . 
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BAB II 

Hl.J KUM ADMlNISTUASl NEGARA DAN BUBUNGANNYA UENGAN 

.JARING PENGAMAN SOSIAL 

A. Pengertian Hulmm Administr-.tsi Negam 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu hukum sering ditemukan banyak 

istilah untuk menyebutkan suatu cabang ilmu hukum. Hal ini juga tez:jadi dalam 

cahang Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu cahang ilmu hukum disebut 

deng~n beberapa istilah yang sangat beragam. Mengenai pemakaian istilah Hukum 

Administrasi Negara · bcrbcda di bdwrapa ncgara, dcmikian pula di Indonesia 

bclum ditcmukan kcscragaman mcng~..:nai pcmakaian islilah llukum Administrasi 

Negara ini. Di Negeri Belanda untuk istilah Hukum Administrasi Ncgara ini 

discbut deng,an " Administratidrechl ", di Jerman discbut dengan istilah " 

Verwaltungn:~chl ", di Prancis " Droit Administmif ",di Jnggeris dan Amerika 

Serikat " Administrative Law ". Semen tara itu di Indonesia belum terdapat juga 

kata sepakat umuk menenma satu istilah sebagai tetjemahan dari 

Administratiefrecht. Sebagai konskwensi logis dari kondisi yang scdcmikian itu 

maka muncullah beberapa istilah untuk cabang ilmu hukum yang salu ini, yakni : 

' 

! . E. Utrecht da1am bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara yang pada 

mulanya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, kemudian pada 

cetakan kedua pada judul yang sama beliau menggunakan istilah Hukum Tata 
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Usaha Negara fndonesia, pada cetakan ketujuh digunakan istilah Hukum 

Administrasi Negara Indonesia. 

2. W.F. Prins dalam bukunya lnleiding in het Administratiefrecht Van Indonesia, 

menggunakan istilah Hukurn Tata Usaha lndonesia. 11 

3. Wirjono Prodjodikoro dalam suatu karangan di majalah hukum bulanan Tal1lm 

1952 No. 1 mempergunakan istilah Tata Usaha Pemerintah. 

4. Djemal Boesen Koesoemaadmadja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata 

Usaha Ncgara, rrlemakai istilah Tata Usaha Negara dengan alasan berdasarkan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 . 

.5 . Pradjudi Admosudi1jo, da larn prasarananya untuk Mu.syawarah Nasional 

PERSAHl bulan Agustus \972 di Prapat, m~nggunakan isti\ah Pcradilan 

Administrasi Negara. 

6. Dalam Surat Kcputusan Menh::ri Pcndidikan dan Kcbudayaan Rl lcrtanggal 30 

Desember 1972 No. 0 198/U/1 972 t.~nlang Kurikulum Minimal memakai istiJah 

Hukum Tata Pernerintahan. 

Sehubtmgan dengan rnasalah terse but di ata'i, maka dalam Rapat Staf Dosen 

Fakult<lS Hukurn Ncgcri Scluruh Indonesia pada Bulan Maret 1973 di Cibulan, 

~ Vtctor Silurnorang, Dasar-Dasar lfukum Administrasi Negara , Penerbit 
Li ina Aksara, Jakarta, 19S9, hal. 4. 
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memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah " Hukum Administrasi 

Negara ", dengan tidak menutup kemnngkinan penggunaan .istilah lain. 9 

Dalam rangka pengettian Hukum Administrasi Negara ini maka perlu sekah 

memahami terlcbih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah " Administrasi " 

clan " Admin.istrasi Negara " baru kemudian pengertian-pengertian dari Hukum 

Administrasi Negara itu sendiri. 

Ptifl1er-Presthus dalam bukunya " Public Administration " dari apa yang 

dikcmukakannya ddlam buku tcrscbut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

administrasi itu adalah : Suatu koordinasi dalam arti ker:jasama antar pribadi-

pribadi dan golongan-golongan n1anusia dalam suatu org<ulisasi ya ng dikcndalikan 

untuk mcncapai suatu tujuan yang tdah ditctapkan scbagai haluan ncgara . 10 

Logeman dalam bukunya Over de Theorie an cen stelliostaatrechts, 

mengatakan ball\va administrasi sebagai kmbaga (organisasi) adalah " Schema 

lword.inasi tioclakan-lindakan manusia yang scrupa dan berulang-ulang ". Dalam 

bukunya De Staat recht van lndonesie (tahun l954) mengatakan : negara adalah 

suatu organisasi, yaitu sekelompok manusia, yang dengan bekei::iasama dan 

pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bcrsama . 

Dengan pembagian tugas masing - masing dari. mereka yang bekerjasama itu 

~> fbid, hal. 5. 
10 Amrah Muslimin, Beberapa Azas tlan Pengertian Pokok Tentang 

Administrasi Negara dan flukum Adnrinistrasi, Pcnerbit Alumni, Bandung, 1980, 
hill. 37. 

Evatina Banurea – Suatu Tinjauan Tentang Pengelolaan dana Jaringan Pengaman Sosial dalam Kaitannya...



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

14 

mempunyai suatu mgas tertentu dalam hubungan dengan keseluruhan. lni yang . 
disebm dengan suatu " Fungsi " dan khusus mengenai negara fungsj itu disebut " 

Jabatan ". Tiap-tiap organisasi mempunyai pimpinan tertinggi yang dipcrcayakan 

. 
pacla pejabat-pejabatnya yang tertinggi . Bagi negara, pimpinan tertinggi itu disebut 

Pemerintah . Tl1 gasnya adalah menjaga agar semua bagian dari organisasi masing-

. 1 1 • I II mas1ng mcngusa wr:an tu.Juan yang tepat ( engan cara yang tepat . 

Dari· kutipaH-kutipan di atas mengenai perumusan Logeman dapat pula 

disimpulkan , bahwa administTasi itu ada lah suatu koordinasi atau kc~jasama dalam 

suatu organisasi berdasarkan pcmb;Jgian tugas untuk mcngejar suatu tujuan 

bers;n11a, dih~ndal ikan okll su<Jl ll pimpin;m IL~rti nggi yang disd)u! PL~IllL~rintah 

(rcgcring) . .ladi Pcmcrintah dcngan wadah organisasinya ada lah idcntik dcngan 

adminislras i. Pada sis1 yang la111 kita bisa mclllwt bcbcrapa pcngcrti~m d ~1ri 

Admin\strasi . lstilah Administrasi b~rasal dmi Bahasa Latin, yak ni Administrare, 

ya ng clap<lt diartib n : 

l . Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan se.cara tertulis dan sistematis 

dengan maksud mendapatkan suattr ikhtisar ketemngan itu dalam keseluruhan 

dan dalam hubungannya satu dengan yang lain . 

' Di Amerika Serikat dengan kata The Administration diartikan kcseluruhan 

pemerintah termasuk Presiden. 

1 
J Ibid, hal ]8. 
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.Prajudi Admosudirjo, dalam bukunva Dasar-dasar Ilmu administrasi . . -

membagl actmlnlstr<L~i atas : 

I. llrnu Aclministrasi Publik yang terdiri. atas : 

a. llmu Ad.rnini :,trasi Ncgara, mcliputi : 

llmu Administrasi Negara Umum; 

Ilmu Adniinistrasi Daerah (Otonom) ; 

llrnu Administrasi Negara Khusus ~ 

h. llmu Admi nistrasi lntcrnasional Publik. 

llmu J\dministrasi Prival yang tcrdiri dari : 

b. Ilmu Adtnin t:;trasi Non Niaga; 12 

Apa y:lllg pcnulis uraibn di atas adalah sckitar bd)L~rapa pcngcrlia.11 dasm 

dari Admini strasi yang bila dilihat dari uraian itu pcngcrtian tcrscbut dikatcgorikan 

kc, dalam lingkup administmsi ncgara, _iadi bukan pcngertian administrasi dalam 

pengertian yang sempit yakni kegiatan tata usaha. Dikarenakan pengertian tentang 

Administrasi N~;.~gara ini penulis rasa sudah cukup untuk menjelaskan dan sekaligus 

mendukung topik dalam bab ini , kini san1pailah giliran penulis untuk mcmberikan 

batasan tentang hukum Adrninistrasi negara itu. 

11 Victor Situmorang, Op.Cit, hal. 6. 
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Mengingat masih mudanya perkembangan hukum Admmistrasi Negara ini 

dibandingkan dengan disiplin ilmu hukum lainnya, maka belum ada suatu definisi 

atau pengertian tentang apa itu Hukum Administrasi Negara yang dapat diterima 

secara umum. Meskipun demikian berikut ini penulis berusaha memberikan 

beberapa batasan atau dcflnisi yang cliberikan oleh para sarjana , diantaranya : 

1. .JJ-IP. Bellifl·oid mengatakan : 1-lukum Tata Usaha atau 1-Jukum Tata usaha 

Pemerintahan dun _juga 1-lukum Administrasi Negara ialah keselumhan aturan-

aturan tentang apa cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemt?rintahan dan 

badan-badan k r~negaraan (opcnbarichrnen) dan rnajclis-ma_jr~lis pengadilan 

khusus y~P.1 g discrahi JK'ng;ldil;m tat:1 usalw memL~IHJhl tugasn_ya. 

Paham Uellifro ld ini sama (kngan yang thanut dalam nuku-nuku Modern 

mcngenai Tala Usalla lklancla " NL'dcrlands Bestuurrccht ", yakni mcnurul 

aturan-aturan te1\tang cara bagaimana alat-alat perkngkapan pemerintahan dari 

negara d<lll daerah daemh S\-valantra di dalamnya memenuhi lugasnya, sehingga 

disitu ticlak termasuk aturan-aturan untuk memenuhi tugasnya alat-alat 

perlengkapan pe:rundang-undangan dan pengadilan. 13 

2. Oppenheim mernberikan batasan : l-lukum Administrasi Negara adalah sebagai 

suatu gabungan ketentuan-ketcntuan yang mengikat badan-badan yang tinggi 

maupu.n yang rendah apabila badan-badan itu menggw1akan wewenang yang 

n . - lb1d, hal. 15. 

Evatina Banurea – Suatu Tinjauan Tentang Pengelolaan dana Jaringan Pengaman Sosial dalam Kaitannya...



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

17 

telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Menurutya Hukum 

Administrasi Negara itu menggambarkan negar~ dalam keadaan bergerak. 

3. Logemann mem.beri.kan batasan : Hukum Administrasi Negara itu adalah 

seperangkat dari nonna-nonna yang menguji hubungan hukum istimewa yang 

diadakan untuk mernungkinkan para pejabat (ambsragers} melakukan tugas 

mereka yang khusus . 
' 

Sementara itu Amrah Muslimin memberikan kesimpulan terhadap 

pengertian 1--.lukum Administrasi Negara sebagai berikut : 

I. Sccar:.1 Juridis_ 

Hukum Administrasi at.au Hukum Tala Usaha Negara/ Hukum Tata 

Pemerintahan sangat crat hubungannya dcngan Hukum Tala Ncgara karcna 

kedua bidang, hukum mengenai objek yang sama, yaitu gejala yang disebut 

m~gara. Hukwn Tata Negara mcngatu.r pada umumnya stru.ktur negara dan 

kew~~nangannya dari organ-organ negara. Hukum Administrasi negara 

mengatur cara-cara organ-organ negara bcrt1ndak melakukan kewenangannya. 

Kedua bidang hukum ini tidak mungkin dipisah secara tajam. 

2. Sccara Sosiologis : 

Dalam zaman modcren sekarang ini tidaklah lagi dipentingkan perbedaa!1 

antara staatrccht dan Administratiefrccht dan tidak dipersoalkan lagi, Hukum 

Adm1nistrasi itu meliputj b1dang apa? 

Yang pentil'lg bukan hukumnya, akan tetapi adrninistrasinya-. Hukum itu- adalah 
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alat saja untuk melaksanakan administrasi. Administrasi itu adalah keseluruhan 

aktivllas dari pejabat-pejabat negara u~1tuk mencapa1 tujuan negara 

menyelenggarabm kepcntingan umum. Hukum Administrasi Negara adalah 

keseluruhan dnri norma-norma dan aturan-aturan, mengenai pelaksanaan 

administrasi negara dalam mE.nyelenggarakan kepentingan umum. 14 

Bila /\mrah Muslimin mdihat Hukum Adminislrasi dari sisi juridis dan 

sosiologis, rmka Prof Pra_judi admosudirjo rncndefmisikan Hukurr. Administrasi 

negara scbagai, " lluktrm mcngcnai Administrasi Ncgara, dan Hukum Hasil 

ciptaan 1\dministra~; i Ncgara " . 

Administrasi Negara di dalam deflnisi tcrsebut mempunyai arti yang luas, 

yaitu kombinasi danpada : 

I. Tata Pcmcrint.a,han (bcstuur, gowrnmcnt, administration di Amerika Serikat); 

2. Tata Usaha Negara ; 

3. AdminisLrasi (adminisLralie, sLaaLbd1eer) , 

4. Pcmbangtman (ontwikkeling), dan; 

S. Pengendalian lingkungan. 

Sclanjutnya lLtpat dmyatakan ad:mya tiga ani daripada administrasi negara, 

yakni: 

t-l Amrah Muslimin, Op.Cit, hal. 32. 
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I. Scbagai aparatur ncgara, aparatur pemcrintah a.tau sebagai institusi politik 

(kenegaraan) ; 

2. Administrasi negara sebagai " fungsi '' atau sebagai aktivitas melayani 

pcrnerintah yakni sehagai kegiatan pernerintah operasional, clan ; 

3. Administrasi negara sebagai proses tekn1s penyelenggaraan undang-undang lS 

Dengan beberapa batasan dan pa.ndangan yang dibcrikan oleh para 

sar:jana tenta11g Hukum Administrasi Negara di atas yang pcnulis paparkan, penulis 

berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip dasar dari segi administrasi dan juridis sudah 

' 
cukup sebagai pengantar dalam tul is an ini dalam kaitannya dcngan pelaksanaan 

tugas-tugas ketenagaker_jaan scbagai salah satu produk dari llukurn Adrninistrasi 

Ncgara. 

B. Pcng,t•rtian .laring Pcngaman Sosial 

Se_1arall Ja ring pengaman Sosial (.IPS) dimulai pada wakLu perekonomian 

!ndor\i .. '.sia ~;emakin terpuruk, dimana nilai tukar mata uang merosot terhadap U$ 

Dollar. Pada da.sarnya keberadaan jaring pengaman sosial diperuntukkan sebagai 

upaya dalam mcnanggulangi dampak krisis ~konomi bagi ekonomi kelas 

lll~llcllgah kc bawah. 

15 Prajucli Admosoecli1jo, 1-/ukum Administrasi Negara_ Penerbit Ghalia 
~ nclonesia , Jakarta, 19~3, hal . 39. 
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Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan dicanangkan (JPS-BK) pada 

tanggal 7 Agustus 1998 di Banjannas1n oleh Menteri Kesehatan Rl, dengan 

pencanangan tersebut maka bidang kesehatan termasuk dalam kelompok jaring 

' 
pengaman sosial. Seda.ngkan dana JPS-BK didapatkan dari mekanisme penyaluran 

subsidi kenaikan harga BBM. 

Program jaring pengaman sosial bidang kesehatan merupakan upaya 

untuk mengatasi rnasalah kesehatan yang timbul akibat dampak krisis moneter 

pacta keluarga mi skin, sehingga status kesehatan dan gizi masyarakat dapat 

d ipertahan ka.n/d it ingkatkan. 

Dalam pelaksanaan _1 armg pcngaman sosial bidang kesehatan tcrdapat 

bcrbagai masalah, baik bcrkai tan dcngan lcknis pclayanan maupu.n administratif: 

yang dapat mengakibatkan kctidakpuasan masyarakat terh<~dap pelayanan yang 

diberikan atau petugas kesehatan da lam melaksanakan program .JPS-BK. 

Dengan lerjadinya krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi 

yang berkepanjangan menimbuJkan dmnpak buruk terhadap status kesehatan dan 

gizi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Sebagai akibat dari keadaan 

~ersebut maka daya beli keluarga miskin menurun dan tidak mampu bertindak di 

bidang ekonomi. 

Maka Dengan keadaan tersebut pemerintah melakukan antisipasi dengan 

11emberi.kan bantuan bempa pendanaan kcgiatan ekonomi. terhadap masyarakat 

miskin tersebut. 
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Mekanisme penyaluran subsidi kcnaikan harga BBM yang dialihkan ke 

bidang kesehatan dan keseja.hteraan sosial (keskesos) menggunakan sistem JPSBK, 

karena di.nilai efisien. Pengawasannya melibatkan pemerintah pusat dan daerah 

serta masyarakat: Sistcm JPS-BK sudah diterapkan selama empat tahun, kini 

memasuki tahun kelima dan masih diberlaktil<an sampai akhir 2003 mendatang. 

Pacla awalnya, JPS-BK pelaksanaannya kurang efisien sepe1ii banyaknya 

kartu sehat yang d1salahgunakan. Namun dalarn pcrkembangan berikutnya dinas­

dinas yang berkaitan mengurus rnasalah .JPS-BK rnengctahui cara mcnanganinya, 

lalu diperbaiki, schingga sclalu diperbarui tiap tahun. Pcrrm.lslllahan yang timbul 

dalam penyaluran dana JPS-BK adalah discbabkan persoa lan pe l ~lyanan kcschatan 

maupun kcscjahtcraan sosial dcmikian luas, scrta masyarakat tidak mampu yang 

pcrlu ditangani banyak seka l i. 

Perwujudan pembcrian dana bantuan mdalui JPS-BK dilakukan dcngan 

cc-1ra pemb~rian sub:>idi langsung ke Pcmerintah Propinsi untuk mengisi p-:~ rscdiaan 

di kabupaten/kota, s.ebelum didistribusikan ke puskesmas sesuai dengan kebutLlhan 

keluarga miskin di claerah tersebut. 

Dinas Kesehatan memprioritaskan pclayanan kcbidanan maupun ibu dan 

anak yang bcrsit~1t gawat darurat selain balita yang mengalami kekurangan protein, 

.J Uga tindakan medik maupun pembedahan darurat yang bersifat penyelamatan 

.. I twa. 
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Dinas Kes~hatan mendistribusikan ~knyaluran dana JPS-BK dengan 

mernberikan bantuan bagi pasien di kelas 111, yang perhitungannya berdasarkan 

hari rawat inap. Depkes menetapkan satu !-.:ali rawat inap per hari sebesar Rp 

50.000 untuk daerah di Pulau Jawa namun di wilayah seperti lrian Jaya dan 

Maluku menjadi dua kali lipat, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak l ,5 kali. 

Untuk mengawasi pcmberian subsicli 1ni sampai ke sasaran, dilaksanakan secara 

rungs1onal inll'rn tnaupun ckstcm yang diaudit ol<:h fktdan Pengawas Keuangan 

clan Pcmbangunan bersama lnspektoral Wilayah Provinsi di daerah. 

Dal~1m pernbcrian subsidi bcn1pa imunisasi bagi bayi dan balita, Dirjen 

dttl~lllukatl kl~ndala pl;mb~.TI<UI .ll'S-l~k ltdak lw;a 11\CIIIllah or<ulg, llllsktll <..kngatl 

I 

\'iln g ka\ :1 Tl'tapt, dapat d1wupnlbn dcng:lll nlck<JlliSillL' JK'nyalurannya mclalui 

po~;yandu, yang h1: .t~anya hanya didatangi l)\\:h ma~yamkat Lidak mampu unluk 

rllt:JI)peroleh jXJh~l pclayan<ill vdksinasi gratis i!u. 

C. Tujuan d~w Sa :~antn .Jaring Pengaman SosiaJ 

Dengan dicanangkannya Progran1 Jaring Pengaman Sosial Biclang 

Kt~schatan (.1 PS-8K) pac!a tanggal 7 Agust.us !998 di Banjannasin oleh Menteri 

Kl~sehatan Rl , maka dalam pelaksanaannya di rumah sakit pcmerintah, baik rumah 

sakit daerah maupun rumah sakit rnilik Departemcn Kesehatan telah diberikan 

bantuan dana untuk dapat memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada 
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pender-ita dari keluarga miskin dan tidak mampu scsuai indikasi medis dar1 

kemarnpuan pelayanan di rumah sakit tersebut yang selama ini sudah di1aksanakan . 

Dana yang discdiakan untuk Program .faring Pengaman Sosial Bidang 

Kesehatan (JPS-BK) di rumah sakit adalah dana yang merupakan dana OPRS . 

Dana J PS-BK Rurnah Sakit Tahun An ggaran 1998/1999 disalurkan melalui DIP 

OPRS yang krdiri dari DIP Murni clan DIP Suplemen_ 

Tahun Anggaran 1999/2000 Dana JPS-BK Rumah Sakit disalurkan melalui 

DlP Pengembangan Rumah Sakit Vertika l atau DIP Peningkatan Pclayanan 

Rujukan clan Ruma il Sakit , yang merupakan Tolak Ukur Banluan Pcnanggulangan 

Kemiskinan . Sed~u1gkan untuk rumah s~n;i t daerah disalurka n rnelalui dana 

pcmbangunan dacrah. 

Guna m~mp~rlancar pdaks;maan program .I PS-BK di Rumah Sa kit maka 

perlu disusw1 pelunjuk leknis sehingga baik penyclcnggara maupun pcndcrita 

dapal rnernahami pr,)gram Lersebul. 

Adapu11 yang menjadi tujuan Program .hiring Pengaman Sosial Bidang 

kesehatan di rurnah sakit adalah terlayaninya penderita miskin atau kurang rnampu 

ya ng berobat kc rumah sa!.;il sesuai i)H.Iikasi medis dan kemampua pelayanan serla 

dapal dipertahankan mutu pclayanan rumah saki\. 11
' 

11
' Departemen Kesehatan RI , Petunjuk Teknis Program Jaring Pengaman 

Sosial Nidang Kesehatan (JPS-BK) Bagi Rumah .. \'akit, Nopember, ·rahun 1999, 
.Jakarta ~ hal. 1. 
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Sedangkrrn yang menjadi tujuan khusus dari Jaring Pengaman Sosial Bidang 

Kesehatan adalah : 

l. Ter.layaninya pasien mis.kin di Rumah Sakit pemerintah secara gratis, 

2. Be~ialannya sistem rujukan di daerah kabupaten!Kota 

3. Tersedianya pembiayaan pelayana:n yang berkesinambunga.n bagi masyarakat 

miskin di wilayahnya, 

Sedangkan yang rne1~jadi sasaran .faring Pengaman Sosial Bidang kesehatan 

adalah agar seluruh anggota keluarga yang berasal dari keluarga miskin yaitu 

keluarga miskin yang ditetapkan olch Tim Desa sesuai dengan sasaran Program 

.Ia ri ng pengaman Sosial nidang Kl·sellatan (.I PS-nK) baik pnnq!,ang Kartu Sehat 

maupun Sur:1t KL'larang:m T1dak M:1mpu, fK'Il(krita yang ditunjuk :1taupun yang 

datang langsung ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat darurat. 

D. Pl~ngorganisasian .faring Pl~ngaman Susial 

Pengorgan isasian (organizing) merupakan penyusunan stmktur orga.nisasi 

. ang se.suai dengan tujuan organisasi , sumber daya yang dimiliki dari lingkungan 

v~lllg mclingkupinya mendukung d<il:~rn proses pellc<Jpaian tu,iuan. Du::1 aspek 

tll~una rros~s pe11 yusumm struktur organisasi adalah Llepartcmentalisasi dan 

p.:m bagian kerja . K1xiua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian sua.tu 

org~1nisnsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sccara efisicn dan cfcktif. 

Struktur organisasi yang akan dibentuk tentunya struktur organisasi yang 
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. ' 
r I . ~ 

, I 

' I I , 

zs-

eft~ktif Struktur organisasi yang baik hams memenuhi syarat sehat dafi efisien. 
~~--

Struklur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat 

rncnjalankan peranannya dengan tertib, struktur organisasi efisien berarti dal-am 

menjalankan penmannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai 

perbandingan terbaik antara usaha dan basil ke1ja_ Agar dapat diperoleh stru!ctur 

organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk organisasi harus 

memperhatikan berbagai azas organisasi. 

Azas-azas organisasi berperan dua macam yaitu pertama. sebagai pedoman 

untu.k membcntuk stmktur organisasi yang sehat dan efisien, dan penman kedua 

sebagai pedoman untuk melakukan kcgiatan proses organisasi agar dapat be~jalan 

Ia ncar. 

tvknurut Azwar " Organisasi adalah sualu sistem yang mengatur 

ker:jasama antara dua orang atau lebih, sedemikian rupa sehingga segaJa kegiatan 

dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ". 17 

Pengertian stmktur organisasi menmc~.t Stoner yaitu: 

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan-hubungan 
anlar komponen bagian-bagian dan posisi-posisi dalam suatu perusahaan. 
Suatu struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan 
bagaimana berbagai tingkatan aktivitas berkaitan satu sama lain, sampai 
tingkat te1tentu ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktivitas kerja. 
Ia _juga menunjukkan hirarki organisasi dan struktur organisasi, dan struktur 

17 Azrul Azwar, Administrasi Perusalucan, llinampa Aksara, Cetakan 
Pertama, Jakarta, 1996, hal. 16. 
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\Vewenang, !;erta memperl ihatkan hubungan pelaporanny:I. Struktur 
organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan 
organtsasi te.tap hidup walaupun orang datang dan pergi serta 
mcngkoordinasikan hubungannya dcngan lingkungan . ts 

Selanjutnya menurut Reksohadiprodjo dan Handoko " Struktur organisasi 

merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi 

dalmn suatu org;misasi serta wewenang dan tanggung-jawab setiap anggota 

organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya " . J') 

Berbicara tcntang struktm organisasi tidak akan terlepas dari organisasi itu 

sendiri , karena keterikatan itu rnaka diuraikan pengertian tentang organisasi . 

Organ isasi ad:1lah sarana/a Ia t tmt u k lll l~ncapai tuj u:m. Olch karen a i tu 

dikatakan organts<lSt adalah lata hubungan ;mtara or;111g - · orang untuk 

dapat rncmungkinkan tercapainya tujuan bcrsama dengan adanya pembagian 

lugas dan tanggung-jawab. Untuk tcrcapainya tujuan bcrsama maka setiap orang 

dJiam organisasi harus jelas tugas, wewcn<Jng dan tanggung-jawab serta 

pertanggung-jawaban, hubungan dan tara ke~janya . 

Moekijat mengatakan " Organisasi adalah persekutuan antara dua orang 

ald u lcbih yang bcrscpakat untuk sccara bcrsama-sama mcncapai tujuan yang 

Is James A.F . Stoner, Mam~jemen, Terjemahan Alf(mso Sirait, Erlangga, 
J nkarta, I 991 . , ha I. 22 

I ') ·r. Hani Handoko, JJ.fmwjemen, Cctakan kclima, BP.FE-UGM, 
\' ogyn karl~L l99R, hal. 34. 
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dimiliki -- . 20 

Selanjutnya rnenunll Siagian Organisasi adalah setiap bentuk 

pcrsekutuan ant.ar dua orang atau lebih yang bekc~ja sama untuk mencapai sesuatu 

tuj uan bersama dan terikat secant formal dalam suatu ikatan hirarkhi dimana selalu 

te rdapat hubungan antara seseorang atau sekelornpok orang yang disebut 

b t t")'a wan " . c 1 

Ddri bcbcrap~t ddlntsi SL'lla pcngcrliwt yang dikL:rnuLtkan bL:bL'rapa ahli Ji 

at~1s s(x ~mt umutn dan clcmL~Illct· <.bpat disirnpulkan hahwa unsur-un sur dasar 

daripad~t org:mi ~;~ t s t adalah : 

1. Sc:bagat w~1dah utau tcmpat kct:i<t sama 

2. Proses kc1ja sama scdikitnya ;mtara du~t onlllg alau kbih 

3. Ad<mya Jk~ n t~a tu ran hubungan 

4. Ada tujuan yang hendak dicapai . 

Demikian juga halnya ckngan pcngorgan1sasmn Janng pe.ngam a.n sosial. 

Pengorganisasia.n disini dimaksudkan agar tL~juan maupun sasaran dari program 

jaring pengaman sosial dapat dicapai dengan adanya wadah organisas i tersebit. 

1\:mbcntu kan \Vadah organisasi jaring pc:ngaman sosial pad;J dasarnya terbentuk 

rnelalui hirarkhi kepemimpinan yan g berada di bawah suatu departemen. Misalnya 

20 Mockijat, Tata Laksana Kantor, Mandar Maju, bandung, Cetakan ke-6, 
1989, hal. 34. 

. 
21 Sondang P. Siagian, F'ilsa.fat Ad,ninistrasi, PT. Toko Gunung Agung, 

' .~ctakan kedua puluh empat, .Jakarta, 1996, hal. 55. 
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dalam pcnelitian ini hirarkhi organisasi yang ditunjuk da!am pcngelo!aan jaring 

pengaman sosial berada di daerah, sehingga struktur organisasi yang teratas berada 

di tangan Gubernur selaku Kepala Pemerintahan propinsi, yang selanjutnya 

mendelegasikannya ·'k.epada Bupati/Walikota. Oleh Kepala pemerintahan ini maka 

JCnJang pengorgan1sasH111 berikutnya adalah kepala dinas di lingkungan 

pernerintahan tersehut, clan selanjutnya pega~;vai pelaksana. 

Dengan demikian maka pada dasamya bentuk pcngorganisasian _rarmg 

pengaman sosial adalah untuk memberikan akibat langsung bagi pelaku-pelaku 

kegiatan jaring pengarnan sosial agar kebcradaan jaring pcngarnan sosial dapat 

bermanf~wt b~lf._~i masyarakat miskin . 
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BAB III 

VUNGSJ DINAS KESJ<:HATAN PROJ>JNSl SllMATERA UTARA DALAM 

.JAIHNG PENGAMAN SOSIAL 

A. Tugas Jlokok Dinas Keschatan Propinsi Sumatcra Utara 

Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara telah terbentuk sejak zaman 

kemerdekaan Republik Indonesia, dimana untuk tingkat propinsi dibentuk suatu 

organisasi kcsehatan yang disebut Inspeksi Kesehatan (IKES). 

t>ada tahun I 955 organisasi ini sudah tcrbcntuk, waktu itu adalah 

p~ngaw;ts/Kepala Uinas Kesdwta11 Kot;t Meda11. Organisasi ini masih bersatu 

icngan Kantor Dcpartcmcn Kcschatan eli Jalan Prof. I I.M. Yamin, Sl r. No. 41 I\!\ 

~kd;lll . Dan pada tahun 1975 nam;my;l mulj<Hli Dinas Kcschatan Sumatera Utara. 

Sc.jak itu tahun 1950 organisasi k(s,~hatan ini sudah mulai dirintis dan dipimpin 

ok!J Guht~rnur KDH Sun1alt:ra l.ltar<l. 

Tahun 1954 lnspeksi Kesehatan ini digant1 lagi namanya menjadi Jawatan 

Kt:scknan Propinsi Sumatera lJtara dan Aceh masih bersatu wilayahnya. 

Tahun 1955 diadakan persiapan pemisahan (likwiditas) lnspcksi Kcsehatan 

Sumatera Utara dan Aceh pacla saat itu namanya tclah diganti rnenjadi 

Pengawas/Kepal.a Dinas Kesehatan Kota Medan. 

Pada Tahun 1974 terbentuklah organisasi kesehatan yang namanya Dinas 

Kesehatan Propinsi Sumatera lJtara rnasih dipimpin oleh satu orang dan kantornya 
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menjadi satu di jal<ci!l ProL H.M. Yamin No. 41 AA Medan. 

Setelah itu pacta tahun l9lQ gedung Dinas Kesehatan P.ropinsi Sumatera 

Utnra telah berdiri dan diresmikan oleh M.enteri Kesehatan pada tanggal· 9 Juni 

1982 yaitu dr. Soewamo SoeTjaningrat. Maka sejak itu Dinas Kesehatan Propinsi 

S umatera Utara S1:cara operasional dal.am melaksanakan tugas-tugasnya telah 

rnemisahkan diri dengan Depa11emen Kesehatan Propinsi Sumatera Utara yang 

rnenempati kanto rnya di Jalan Karya Ujung, Pada tahun 1994 Jabatan Kepala 

Kanwil Keschatan Propinsi sumatcra Utara dcngan Dinas Kcschatan Propinsi 

Sumatera Utara pimpinannya tclah terpisah. 

I. Kcduduli}HI 

Dinas Kesehatan Propinsi Sumat.era lJtara yang berkedudukan di Propinsi 

Sumatera lJtara ada.lah scbuah instansi vcrtik:IJ dari Pcmerintah Propinsi Sumatera 

Ulara yang l!.i hawah dan bert.anggung jawab langsung kcpada Walikota. Dan 

sebagai suatu. kantor maka Dinas Keschatan dipimpin oleh seorang kepala. 

2. Tug as 

Dinas Kesehatan Propinsi Surnatera Utara mempw1yai tugas melaksanakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi dinas Kesehatan di kota yang bersangkutan. 
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3. F u n g s i 

Untuk melaKsanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Kesehatan . . 

Propinsi Sumatera lltara mempunyai fungsi : 

Mengkoordinasikan upaya kesehatan di w1\ayah atau daerah. 

Mempersiapkan kebijaksanaan pelaksanaan upaya kesehatan di kota. 

Melaksanakan bimbingan dan pengcndalian pembinaan kcsehatan masyarakat, 

pelayanan medik, pemberantasan penyakit mcnular dan penychatan lingkungan 

pcmukiman serta pengawasan obat dan makanan. 

Melaksanaka.n peningkatan kcmarnpuan tenaga kesehatan dan penyusunan 

program serta pcndataall . 

Mclaksanakan urusan tata usaha Kantor dinas. 

4. Struktur Organisasi dnn l Jraiau Tugas 

Struklur organisasi Dinas Kcsehatan Propinsi Sumatera Ulara adalah 

berbentuk organisasi garis. Hubungan wewenang dan tanggung jawab turun lurus 

ke bawah dan bercabang pada setiap tingkat pimpinan. Dari pimpinan puncak 

sampai p~gawai bia~;a sehingga sctiap anggota organisasi mcngctahui dari siapa dia 

mcnerirna pcrintah dan kcpada siapa ia bcrtanggungjawab. 

Untuk lebih jelasnya, maka dalam uraian berikut ini penulis akan 

mcnyajikan struktur organisasi dan uraian tugas satuan organisasi Dinas Kesehatan 

Propinsi Sumate111 Utara sesuai dengan SK Propinsi Sumatera Utara No. 
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485/Mcnkes/SK/Vlf/1986, yaitu pada tanggal 16 Juli 1986, tcntang Organisasi dan 

Tata Ke1ja Dinas Kesehatan Kota Medan. 

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara terdiri dari : 

I . I3agian Tata Usaha, 

2. Bagian Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan, 

3. 13idang Bimbingcln dan Pengcndalian Pclayanan Kcsehatan, 

4_ 13idang Bimbingan dan Pcngcndalian Peningkatan Kcschatan dan Pcncegahan 

Penynkit, 

5. Bidang Bimbing~m dan Pcngcndalian Farmasi dan Makanan_ 

I. B~1gian T~1fa llsaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mcmbcrikan pclayanan administrasi 

kepada semua satuan organisasi kantor dinas. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

u. Melakukan urusan kepega\vaian, 

b. Melakukan urusan kcuangan, 

c_ Melakukan urusan perkngkapan, 

d. Me1akukan urusan tata usaha, urusan dalam hubungan mayarakat serta 

mempersiafJkan pernberian pcrtimbangan dan landasan hukum. 

Bagian Tata Usaha terdiri dari : 
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a. Sub Bagian Kepegawaian, 

b. Sub Bagian Keuanga.Jl; 

c. Sub Bagian Perlengkapan, 

d. Sub Bagian Umum. 

Dengan. masing-masing tugasnya yaitu : 

a. Sub Bagiati Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, 

c. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, 

d . Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan 

dalam, hubungan masyarakat, mcmpersiapkan membcrikan pertimbangan dan 

bantuan hukum serta urusan pcrpustakaan. 

2. Bidang Pcnyusunan Program dan Tcnaga Keschatan. 

13 idang Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan mempunya1 tugas 

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian dan evaluasi, 

penyusunan program pembangunan, kegiatan rutin, lintas sektoral serta melakukan 

penyusunan analisis kebutuhan tenaga kesehatan, pcmantauan pengadaan tenaga 

dan sarana kesehatan, mengurus mobilitas tenaga kesehatan dan mempersiapkan 

pembinaan etika profesi . 

Untuk penyelenggaraan tugas lersebut, maka bidang Penyusunan Program 

dan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi : 
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a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta pengujian dan evaluasi, 

b. Melakukan penyusunan program pembangunan. kegiatan mtin dan lintas 

scktoral, 

c. lvlelakukan administrasi dan penyusunan analisa kebutuhan tenaga kesehatan , 

:1. Mengadakan pernantauan pengadaan tenaga kesehatan c!an sarana kesehatan. 

13idang penyusunan Program dan Tenaga Kcsehatan terdiri dari : 

a. Seksi Data dan Fvaluasi 

b. Seks1 pcnyusunan Program, 

c Scks1 Monitor T1:naga dan Sarana, 

d. SL'.I.;s1 l\n~llisis dan Mohilit;ls . 

Scks1-scks1 tcrschut llcrtu!:',as : 

a. Sdsi Dat;l d:u j cvaluasi Jlll:mpunyai tug<:s mclakubn pcngumpulan dan 

pengolahan data serta pcnyaji<m dan evaluasi . 

b. Sdsi PL~ nyu s u m111 Program lllempunyni tugas mempersiapkan penyusunan 

program pcmbangunan, kcgiatan rutin dan lintas sektoral. 

c. Seksi Monitor tenaga dan sarana mempunyai tugas melakukan pemantauan 

pengadaan tcnaga kcsehatan serta sarana kcschatan . 

d. Seksi analisis dan Mobilit.as mernpunyai tugas mcmpersiapkan penyusunan 

analisis kebutu.han tenaga .kesehata.n, pengurusan dan mobihtas tenaga 

kcschatan scrta pembinaan etika profcsL 
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3. Bidang Bimbingan dan Pcngcndalian J->elayanan Kesehatan 

Uidang Birnbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan mempunya1 

tugas mcmbcrikan bimbingan pcngcnclalian pclayanan Puskcsmas, upaya rujukan, 

upaya kcsehatan khusus dan instalasi kesehatan . 

Untuk penyelenggaraan tugas di atas Bidang Bimbingan dan Pengendalian 

Pelayanan Keschat·dn mempunyai fungsi : 

a. Melakukan bimbingan dan pcngcndalian di bidang upaya Puskcsmas. 

b. Melakukan bimbingan dan pengendalian di hidang upaya rujukan . 

c. lvlelakukan bimbingan dan pcngendalian di bidang upaya kesehatac khusus . 

d Melakukan bimbingan dan pcngendalian di bidang insl~llasi kcschatan. 

Bidan;; B1mbin gan dan l'cngcndallan Pclayanan Kcschatan tcrdiri dari : 

a. Scksi Upaya Puskesmas 

b. Seksi lJpaya Rujukan 

c. Seksi Upaya Kesehatan Khusus 

J Seksi Instalasi Kesehatan . 

Adapun tugas masing-masing seksi itu adalah : 

::1. seksi Upaya Pusk~:smas mempunyat lugas mempcrsiapkan 1~emberian 

bimbin.gan dan peng~nclalian upaya Puskesmas, 

b. Seksi Upaya Rujukan mempunyai tugas mempersiapkan pemberian bimbingan 

dan pengcndalian upaya rujukan, 

c. Seksi Upaya Kesehatan Kbusus mempunyai tugas mempersiapkan pemherian 
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bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan khusus, 

d . Seksi .lnstalasi Kesehatan mempunyai tugas mempersiapkan pemberian 

bimbingan dan pengcndalian instalasi keschatan. 

4. Uidang Uimbingan dan Pengendalian Peningkatan Kesehatan dan 

Pencegahan Penyakit 

Bidang B imbingan dan Pengendalian Peningkatan Kesehatan dan 

Pencegahun Penyakit mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pengendalian 

giz i, kesehatan keluarga, epidemiologi, pemberantasan penyakit menular dan 

penyehatan lingkungan serta peran serta masyarakat. 

Untuk pcnyclcnggaraan tugas tcrscbut maka Bidang Uimbingan dan 

Pengendalian Peningkatan Keschatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai 

fungsi : 

a. Seksi Gizi dan Keschalnn Keluarga, 

.J . Scksi Epidemiologi , 

c. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, 

d. Seksi Penyehat;m Lingkungan dan Peran Serta Masyarakal. 

Scks i -se\~si tersebut mempunyai tugas : 

a . Seksi Giz i dan Kesehatan keluarga mempunyai tugas mem.persiapkan 

pcmbcrian bimbingan dan pengendalian gizi scrta kcsehatan kcluarga. 

b. Seksi Epidemiologi mempunyai tugas mempersiapkan pemberian bimbingan 
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clan pengendalian upaya epidemiologi (penyakit menular). 

c. Seksi Pembcrantasan Penyakit Mcnular IW~mpunyai tugas mempersiapkan 

pcrnbcrian bimbingan dan pcngcndalian penyakit mcnular, 

d. Seksi Penychatan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas 

mcmpersiapkan pemberian bimbingan dan pengendalian penyehatan 

lingkungan dan peran sc11a masyarakat. 

5. Bidang Bimhingan dan Pengcndalian Farmasi dan Makanan 

Bidang Bimbingan dan Pcngcndalian Farrnasi dan Makanan mernpunya1 

n1gas membcrikan bimbingan dan pengendalian obat, makanan dan minuman, 

tlal"kotika dan bahan bcrbahaya, obat tradisional, kosmctik dan alat kcschatan. 

l)ntuk penyclcnggaraan tugas lcrscbul maka Bidang Bimbingan dan 

Pengendahan Fannasi dan Makanan IHl~mpunyai fungsi : 

a. Mclakukan bimbingan dan peng~:mlalian eli bidang obat termasuk obat 

tradisional, 

L). Melakukan· bimbingan dan pengendalian di hidang makanan dan minuman, 

..::. Melakukan bimbingan dan pengcndalian di bidang narkotika dan bahan 

berbahaya. 

d. Mela.kukan bimbinga.n dan pengendaJian di bidang kosmetik dan a! at // 

kesehatan. 

Bidang Bimbingan dan Pengcndalian Farmasi Makanan teF~· 
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clan pengendalian upaya epidemiologi (penyakit menular). 

c. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular m';mpunyai tuga..<> mempersiapkan 

pcmbcrian bimbingan dan pcngendalian penyakit mcnular, 

d. Seksi Penyehatan l >ingkungan dan Peran Se1ta Masyarakat mempunyai tugas 

mempersiapkan pemberian bimbingan dan pengendalian penyehatan 

I i ngkungan dan peran setta masyarakat. 

5. Bidang Bimbingan dan Pengendalian Fannasi dan Makanan 

Bid~mg Bimbingan dan Pengcndalian Fannasi dan Makanan ;nempunyai 

tugas mcmberikan bimbingan dan pengendalian obat, makanan dan minuman, 

narkotika dan bahan bcrbahaya, obat tradisional, kosmctik dan alat kcschatan. 

Untuk pcnyelcnggaraan tugas tcrsebut maka Bidang Bimbingan dan 

Pengendalian Farmasi dan Makanan mempunyai fungsi : 

a. Melakukan bim bingw1 dan pengendalian di bidang obal termasuk obat 

tradisional, 

b. Melakukan' bimbingan dan pengendalian di bidang makanan dan minuman, 

.: . Mclakukan bimbingan dan pcngcndalian di hidang narkotika dan bahan 

berbahaya. 

d. Melakukan bimbingan dan pengenda.lian di bidang kosmetik dan alat 

kcsehatan. 

Bidang Bimbingan dan Pengcndalian Farmasi Makanan terdiri dari : 
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a. Seksi ObaL 

b. Seksi Ma.kanan dan rv\inuman , 

c. Scksi Narkotik dan Bahan Bcrbahaya, 

d. Scksi Kosm etik dan Kesehatan . 

Seksi-seksi tersebut mcmpunyai tugas : 

ct. Seksi Obat mempunyai tugas mempersiapkan dan melakukan bimbingan dan 

pengendalian obal termasuk ohat tradisional , 

b. Seksi Mak ana n dan Minuman mempunyai tugas mempersiapkan dan 

melakukan bimbingan dan pengendalian makanan dan rninuman, 

c. Sebi Narkotika dan Bahan l'krbahaya mempunyai tugas mcmpcrsiapkan dan 

mclakukan bimbtngan dan pcngcndalian d i bidang narkolik dan bahan 

berbahaya, 

cl. Seksi Kosmeti k dan Alat Kesehatan mempunyai tugas mcmpt~ rsiapkan dan 

llll:~ l<~kuk ;m bimhing<111 d;m pL~ ngL~nclalian kosmetik dan alai h~sch a lnn . 
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STRUKTUR ORGAN!SASI DINAS KESEI-IATAN 
PROPlNST SUivJA TFRA UTARA 
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_;, , .• ~;,· ; ._~ 1J~-.-~ • ..-:-'lJ'I 

______ j 
Scksi l )pa y;J 

i>uskestllil .S 

Seksi Upaya 
lZuiuLm 

Sumber • Dinas Propinsi Sl!lnatera tJtara 

Sdsi (Jizi ,'\: 
Kes heluar11a 
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Enidemiolo!.!.i 

Scb i l\:mbcrantnsan 
Pt~i1) 'i.-,kil1'v1._~null1i 
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Sd:si Obal 

: · 

SL:k.si ivhlJIHJitlll l\(, 

llahilll I kll -.ha y a 

Scksi Narkotik dm1 
Hahan Hcrhahayn 

Seksi Kosmetika 
dan Kesehata11 
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H. Hubungau Diuas Kesehatan J>ropinsi Sumatera Dengan Jaring Pengarnan 

Sosial 

Scbagaimana diuraikan terdahulu bahwa pelaksanaan pcrwujudan dari 
\ 

kegiatan jaring pengaman sosial dibakuiran dalam tugas sebuah orgamsas1, 

sehingga tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan semesti11ya. 

Adapun ruang bida.ng yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi 

Sumatera Utara di bidangjaring pengaman sosial adalah kegiatan jaring pengaman 

sosial di bidang kesehat.an yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jendc_ral 

pelayanan medik No : YM.00.03.2. 1.4343 tanggal 4 Oktobcr 1999 tentang 

pctunjuk Teknis Program Jaring Pengaman Sosial Hidang kcschatan (J PS-BK) di 

Rumah Sakit serta Bidan DL~sa. Sclain pclayanan kcschatan tcrscbut kcgiatan 

Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan di lingkungan Dinas Keschatan Propinsi 

Sumatera lJtara adalah program konpensasi pengurangan subsidi bahan bakar 

minyak bidang kcsehatan yang diluangkan dalam Keputusan Mentcri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 777/Menkes/SKJVI/2002 tentang Pedoman pelaksanaan 

Program Konpensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang 

kesehatan. 

Pelayanan kt:sehatan bagi masyarakat mi skin memang masih sangat buruk . 

Sistem pelayanan kesebatan di Indom~sia yang belum diatur dengan aturan 

pcnmdang-tmdangan yang jclas. Akibatnya, pelayamm kesehatan tidak lagi murni 
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berclasark:m kepada kemanusiaan, tetapi .ruga bisnis . Siapa yang mampu 

membayar, dialah yang berhak menikmati pelayanan dengan maksimal. 

Hal ini sering tcrjadi begitu pasicn datang untuk mendapatkan pertolongan, 

yang pl~rtama ditanya petugas rumah sakit bukan apa penyakitnya. Mereka lebih 

dulu eli tanya mengt;nai pembiayaan clan siapa penanggung jawabnya. Untuk orang 

yallg kurang mampu. begitu banyak prosedur yang harus ditempuh agar merasakan 

n i kmatJrya sehat. 

Untuk berohat eli rumah sakit dcngan biaya scndiri, jclas tidak mungkin. 

Pcngll ;Jsil :m kL~ Iu~1 rga Pras~jaht~ra dan SL:jahtcra I tidak lcbih dari satu dollar J\S 

pe1· hari atau kuran;!, dari Rp I 0 000. LJang sdx~sar itu, jangankan untuk rncrnbayar 

biaya kcschatan , untuk makan pun sul 11. 

Kan::lw itu .. bc:gitu pcmcrintah llleluncurkan progran1 .l anng Pengaman 

Sosial Bidang Kesd1ntan tahun 1999, masyarakat mcnyambut baik . J\kan tetapi , 

kmahnya kontrol menyebabkan program Lcrsebut sering diselewengkan. 

Salah satunya aclalah proses pembagian kartu sehat bagi masyarakat miskin. 

T1dak jarang warga mi skin yang benar-benar membutuhkan kartu sel1at ditolak 

~ a rena posisinya digantikan olch warga mampu. 

Dari basil pt;ma.ntauan di bebcrapa rumah sakit milik pemerintah, kondisi 

rumah sakit rnemang memprihatinkan. Apalagi jika dibandingkan dengan rumah 

sa kit rnilik swasta. Kondisi bangunan yang sudah tua, lantai yang kotor dcngan 
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banyak sampah, tanah, dan tumpahan air yang belum sempat dibersihkan membuat 

rumah sakit temsa semakin menyedihkan. 

Mcnurut intormasi yang diterima dari Dinas Kcschatan Propinsi Sumatera 

Utara rurnah sakit milik pemerintah memang tidak profit oriented. Padahal, 

pengelolaan rumah sakit membutuhkan biaya besar. Selain berdampak pada 

kurangnya H1silitas, kurangnya dana berclampak pula terhadap kurang maksimalnya 

pclayanan yang diberikan kcpada masyarakat. 

Menurut pakar keschatan dari Universitas Indonesia (UI) Hasbullah 

Thabrany, selama mi yang ada hanyalah Keputusan Mcnteri Kcsehatan Tahun 

I l)<)3 yang isinya mengatur ten tang swndar dasar pelayanan kesehatan di rumah 

saktt. "Akibat kumngnya aturan pdayanan kcschatan ini, tidak ada yang dapat 

mengontrol pelayanan keschatan yang dilakukan tcnaga medis kepada 

masyarakat," katanya. 

Padahal, semestinya masyarakal lidak mampu yang berobal secara cuma-cuma 

pun berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang yang membayar. 

Untuk hal yang demikian maka ke.beradaan JPS-BK sangat didukung oleh 

nasyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

C. l}clayanan Dinas Kcschatan .Kcpada Masyamkat Yang Tidak ~1ampu 

Dinas Keschatan di Dacrah khususnya di .Proponsi Sumatcra Utara tak 

rnenga.nggarkan dana pengalihan suhsidi BBM. untuk makanan tambahan bayi dan 
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ibu hamil , karena masih ada JPS-BK. Dinas Kcschatan masih menjalankan 

revitalisasi posyandu dengan rnenyediakan makanan tambahan . 
\ 

Mcnurut Sekrctaris Ditjen Bina Kcsehatan Masyarakat Dcpkcs & Kcssos 

!eke lrdjiati Syahbuddin , pemberian makanan tamhahan (PMT) bayi maupun ibu 

hamil dan pelayanan kesehatan dasar di posyandu tak menerima hasil subsidi 

bahan bakar mi11yak (BBM) yang dialihkan ke bidang kessos . 

Sebab, mcnurut Dinas Kesehatan dampak penyesuaian harga BBM 

tcrhadap bidang kcgiatan pelayanan kcsehatan masymakat di kota-kota bcsar di 

Indonesia masih dicakup anggaran Jaring Pcngaman Sosial Bidan g Keschalan 

(.IJ>SI3K ). 

Prograrn .I I)SBK yang lll..:rlat1gsung, sc_iak I 1) 1)'6/1 1
)

1
) 1), katanya, akan 

berakhir sa mpn i pada 200:2/2003 mcnclatang. " Untuk t<lhun 2002 mi, akan dimulai 

bulcm Juni sampai tahun d~pan . " 

Dill;l s Kcsd 1a!it11 metwrgdkan dana J PSBK 2002/2003 yang ~)etjumlah Rp 

: ~ )6 ITlili ar untuk ~•eluruh Indonesia lcbih disalmkan ke puskesmas, termasuk 

posyd ndu cl<tn hid;lll desa, untuk kd1utuhan PMT, pembcrantasan penyakit 

m ~ nul ar , rev it <~ li ~; as i posyandu, maupun pdayanan darurat ibu han1il. 

l) inas Kcs~~ hatan akibat kri s is ekonomi maupun dcscntralisasi , scbagian 

posy;mdu y3 ng tcrdapat di kecamatan dan bidan di desa lumpuh. Kecuali , 

posyandu di dacrah yang kaya dengan sumbcr daya alam, mcskipun tidak banyak. 
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K~1rena itu, Dina~; Kesehatan mcmbantu posyandu yang mengalami kesulitan 

kemmgnn n1elalui program JPSBI( yang hingga kini masih berjalan. "Jadi supaya 

ticlak te~jadi tumpang-tindih, pcngalihan subsidi BBM untuk bidang kessos tidak 

dialokasikan ke kcgiatan posyandu dan PMT." 

Dinas Kcsehatan juga masih melakukan revitalisasi posyandu dengan 

11\c:mberikatl makaJtan tambahan gratis ke l~1silitas kesehatan itu, yang dijual murah 
' 

kL·pad <.t maS)'arakat , has il pcn.Jual<ttl lcrsdJul untuk mcmbiaya i kcgialan operasional 

po~;yandu . 

Program pe~ayanan 1\esehatan olrh Dinas Keschatan yang berlangsung 

6.267 posyandu mqncakup sasaran 156.666 anak Ji bawah umur dua t<1hun 

bersama ihu llamillnil~ls . 

Menurut Dinas Kesehatan posyandu mcmiliki .Janngan yang bisa 

mt~nemhus masyarabt kcl<Js bawal1 di semua pulau unluk mt~JHlngani kesehatan 

ringkat dasar, sehingga menjadi pelaksana dari bersgam kegiatan kesehatan dan 

gizi. Posyandu yang awalnya dibentuk atas inisiatir ibu-ibu yang peduli pada balita 

maupun scsamanya sangal disayangkan sayang sampai lidak ~lklifakibat rcscsi. 

Karcna itu Dinas Kcschatan memberikan makanan gratis hayi Viladele 

untuk konsumsi sclam;i dua rninggu dan posyandu dapm menjualnya seharga Rp 

1.000. " Jadi diperolch hasil yang bisa mcncruskan kcgiatan. 
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Dinas Ke.st~hatan juga melatih kader posyandu tent<mg cara meningkatkan 

gtzt dan kesehatan kelompok rentan yang dilayani , hingga mereka mengetahui 

langkah mc.m~~.ntau berat badan balita jika tidak naik sccara w'~jar tiap bulan, lalu 

diberikan makanan tambahan. 

Sebagai lern\baga yang memt(>kuskan perhatian pada anak-anak dan juga 

masyarakat miskin Dinas Kesehatan memiliki kegiatan yang antara lain 

mengembal ikan popularilas posyandu dan dinilai terjadi peningkatan, kendati 

bervariasi di tiap daerah dan pcrlu dilingkatkan lagi. 

Dengan bantuan kepada posyandu yang terkcna dampak akibat rcsesi, dia 

berpendapat pilw.knya bcrarti menolong mayoritas populasi masyarakat di 

Indonesia agar bisa kcluar dari ancaman kckurangan gm yang mcngarah pada 

h ilangnya satu gencrasi. 

Dinas Kesehatan menganggap masyarakat memberikan tanggapan yang 

positir tcrhadap kL~g iatan posyandu dari menimbang beral" badan balita, 

memberikan imun \sasi sesuai jadwal, sampai dengan melakukan pemeriksaan 

kesehatan ibu hamil/menyusui. 

Evatina Banurea – Suatu Tinjauan Tentang Pengelolaan dana Jaringan Pengaman Sosial dalam Kaitannya...



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

A. Kesirnpulan 

BAll V 

KESIMPllLAN DAN SARAN 

66 

1. Program .laring Penga rnan Sosial yan g dikelola oleh Dinas Kesehatan 

Pmpi11S1 Sumatera Uta ra adalail program Jaring Pengarnan Sosial Bidang 

Kesehalan (.J PS-BK) yang ITH.:rupakan upaya unluk mcngatas i masalah 

kcse.hman yang timbul akihat dmnpak krisis moneter pada keluarga miskin, 

se ll i ngga status kesehatan dan gizi masyarakat dapat d ipertahan kan. 

2. Struktur pelaksanaan pcmbcrian jaring pcngaman sosial bidang kesehatan 

d ilaksanakan dcngan c.ara ilmtrkhi dari bawah kc alas mclal ui Bidan Dcsa, 

Puskesmas, sampai rujukannya kcpada Rumah Sakil Kabupatcn/Kola. 

3. Sclain dalam bentul\ program'pcl:!y~111an 1\esehatan rnaka program .IPS - BK 

yang dikc lola oleh Dinas Keschatan Propin5i Sumalcra lllara dalr:m bentuk 

program kompensas i pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang 

kesehatan , dimana program ini terwujud melalui kepedulian Dinas 

Kesehatan Propinsi Sumatcra Utara alas mclon_jaknya harga BBM serta 

membcrikan bantuan bagi kelompok masyarakat miskin . 

4. Pengorganisasian JPS-BK dilakukan melalui lintas program antara tingkat 

pusaL propinsi dan kabupatcn/Kota, yang dilakukan dcngan jalan sal ing 

melengkapi dalam operasionalnya sehingga program .JPS-BK tersebut 
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sampai ke tangan yang berbak. 

5. Dalam menanggulangi tindakan penyelcwengan di JPS-BK maka dibentuk 

Unit Pengaduan Masyarakat yang memfiJsil\tasi pengaduan masyarakat atas 

hal-hal penyelewengan penyelenggaman Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Bidang Kesehatan. 

B. Sansn 

1. Bagi masyarakat luas yang merupakan subjck diberikannya JPS-BK maka 

hendaknya dapat mempcrgunakan f: tsilitas yang diherikan oleh Pemerintah 

mclalui Dinas Kcsehatan prop insi Sumatera Utam schingga terciptanya 

rcningkatun kcschatan dan kcs(_~jahtcraan masyarakat miskin. 

2. Bag,i aparatur pengclola .IPS - · 13K hendaknya dapat memfasilitasi 

pernberian JPS- BK secara tran.sparan dan tepat sa<~aran, sehingga tindakan 

p~nyckvv·e ngan dapal diantisipasi secara tepat, serta sasaran yang dituju 

da lam meningkatkan kesehatan masyarakat dapat dicapai. 

3. Bagi instansi yang benvenang dalam mengambil tindakan pengaduan 

masyamkat schubungan dcngan .I PS-BK hcndaknya dapat mcngarnbil 

tindakan yang benar-benar memberikan pengamh positif dalam berjalannya 

program J PS-BK. 
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